BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi antara pekerja® (termasuk organisasi pekerja) dan pengusaha?
(termasuk organisasi pengusaha) dalam suatu perusahaan selalu seperti dua sisi
mata uang. Dimana ada pekerja maka disitu ada pengusaha. Interaksi keduanya
tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks yang lebih luas, pekerja dan pengusaha
merupakan para pelaku utama di tingkat perusahaan. Merekalah aktor intelektual
yang berperan dalam menentukan sukses tidaknya kinerja perusahaan. Relasi
diantara keduanya diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja yang terjadi setelah
diadakan perjanjian kerja.>

Secara filosofia, pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang
sama Yyaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pengusaha dalam
meningkatkan produktivitas Kinerja perusahaannya, tentu membutuhkan jasa dan
kinerja positif dari para pekerja. Begitu juga sebaliknya, pekerja juga
membutuhkan upah dan insentif dari pengusaha sebagai output dari kinerjanya.

Namun demkian, tidak selamanya relasi tersebut berjalan mulus, karena

relasi ini cenderung bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan, bukan hanya karena

! Setelah berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka
isitilah pekerja secara definitif telah menggantikan istilah buruh. Hal ini didasari bahwa
penggunaan isilah buruh lebih berkonotasi negatif, dan bertendensi merendahkan martabat dan
profesi seseorang.

%2 Sama seperti istlah pekerja, istilah pengusaha juga mengalam penghalusan makna.
Dimana istlah ini menggantikan istilah majikan yang lebih bersifat tendensius.

® Iman Soepomo, 1986, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet-6, Jakarta: Penerbit
Djambatan , him. 53



posis tawar (bargaining position) yang lemah dari pekerja, tapi juga tidak ada
akses informasi yang diperoleh pekerja dalam bingkai transparansi. Sebagai pihak
yang lemah, pekerja tentunya menjelma sebagai pihak pesakitan di mata
pengusaha. Permasalahan kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK)*, tidak
dibayarnya uang insentif, terlambatnya pembayaran uang pesangon, dan lain
sebagainya menjadi potret nyata nan klasik betapa ketidakseimbangan peran
terjadi diantara keduanya.

Secara yuridis, pekerja yang mengalami PHK, tetap berhak untuk
mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian
hak, serta uang pisah. Namun realitasnya, banyak kasus yang terjadi malah
sebaliknya. Dimana pengusaha secara sepihak menentukan besarnya uang yang
harus gant rugi tanpa mempertimbangkan alas hukum yang sah dan kepentingan
dari pekerja itu sendri. Dinamika semacam ini sering kali menjadi perbedaan
pendapat, bahkan bertendensi menimbulkan potensi konflik. Tidak heran apabila
reaksi yang disuarakan oleh para pekerja menghasilkan tindakan yang anakris.
Oleh karenanya, permasalahan ini perlu diselesaikan secara bijak agar tidak
menjadi suatu problematika yang berlarut-larut.

Sebelum reformasi dalam pembaharuan perundang-undangan perburuhan
dan ketenagakerjaan, masalah penyelesaian sengketa buruh masih memakai
undang-undang lama antara lain: (i) Undang-undang No.22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan [lembaran Negara No.42 Tahun 1957], dan

* Menurut teori yang berkembang, pada dasarnya bahwa buruh berhak pula untuk
mengakhiri hubungan kerja, tetapi dalam praktek majikanlah yang mengakhirinya. Sehingga
pengakhiran itu selalu merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh pihak majikan yang berujung
pada awal dari segala kesengsaraan bagi para pekerja. Selengkapnya baca Ibid., him. 66



(if) Undang-undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta [Lembaga Negara N0.93 Tahun 1964].

Di dalam kedua produk Perundang-undangan ini, model penyelesaian
perselisihan buruh yang ditawarkan lebih dititikberatkan pada musyawarah
mufakat antara buruh dan majikan melalui Lembaga Bepartie, dan bila tidak
terselesaikan dapat dilanjutkan ke Lembaga Tripartie, dan seterusnya dapat
dilanjutkan ke Pengadilan P4D dan P4P.’

Akan tetapi pada zaman sekarang ini dimana semakin kompleksnya
permasalahan perburuhan, undang-undang lama tersebut tidak dapat lagi
memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan, sehingga
akhirnya diundangkanlah undang-undang lain, seperti Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-undang No. 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam ketentuan tersebut, telah diatur beberapa model penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah dicoba untuk diterapkan. Namun,
dalam prakteknya, masih saja terdapat beberapa hambatan dan permasalahan
sehingga menimbulkan ekses ketidakefektifitasan. Bukan hanya sekedar masalah
efektiftas, tapi juga rasa kepuasaan dari para pihak dalam menyelesaikan
perselisihan juga menjadi sorotan. Walaupun perselisinan ketenagakerjaan ini
tergolong sengketa publik karena menyangkut stabiltas nasional®, namun pada

dasarnya perselisihan ini lebih cenderung bernuansa privat, yang tentunya sangat

% http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses
pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, pukul 21.05 WIB.
6 -
Ibid.



http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf

bergantung dari seberapa besar hasil penyelesaian perselisihan tersebut dapat
memuaskan semua pihak (win-win solution). Sehingga pemilihan model
penyelesaian sengeketa pun menjadi syarat penentu bagi langkah-langkah
strategis berikutnya. Karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa
penyelesaian sengketa alternative bisa masuk ke berbagai bidang sebagai sebuah

wacana penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagaimankah
yang effective untuk penyelesaian sengketa bagi pekerja dan
perusahaan pada tingkat perusahaan yang berbasis win-win solution?

2. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam membantu penyesaian

sengketa hubungan industrial tersebut?



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan
1. Pengertian Pekerja’

Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikan pengertian pekerja sebagai setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak
umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang
bekerja pada siapa saja baik perorangan persekutuan, badan hukum, atau
badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Lain halnya dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang
memberikan pengertian yang lebih luas terhadap pekerja, yakni termasuk:

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang

menerima upah maupun tidak;

b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong

adalah perusahaan;

c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

2. Pengertian Pengusaha®

" Lalu Husni, 2008, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, him. 35
® Ibid., him. 36-37



Pada awalnya, istilah pengusaha lebih dikenal sebagai majikan. Namun,
setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, UU No.
13 Tahun 2003, maka istilah tersebut mulai ditinggalkan.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003, menjelaskan pengertian
pengusaha sebagai:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain pengertian pengusaha tersebut, UU No. 13 Tahun 2003 juga
memberikan penertian terhadap pemberi kerja, yaitu orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalam dalam bentuk lain (Pasal 1
angka 4). Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari
orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai

pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal.

3. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 adalah:



a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang
mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau
tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun;

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan memperkjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 6).

4. Pengertian Organisasi Pekerja

Organisasi pekerja merupakan wadah bagi para pekerja baik itu dalam
satu lingkup perusahaan atau di luar perusahaan mereka bekerja. Organisasi
pekerja mempunyai suaut tujuan untuk memberikan perlindungan,
pembelaan, dan meningkatkan Kkesejahteraan bagi anggotanya serta
mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di dalam pelaksanaan
hubungan industrial. °

Fungsi dan peran yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dan

penyelesaian perselisihan industrial.
b. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama di bidang

ketaakerjaan sesuai tingkatannya.

° Soedardji, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha,
Pekerja, dan Calon Pekerja, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, him. 31-32



c. Sebagai sarana menciptkana hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang
berlaku.

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggota.

e. Sebagai perencana, pelaksanaan, penanggung jawab, pemogokan
pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut macam-macam oraganisasi serikat pekerja:

a. Serikat Pekerja
Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat

pekerja di lingkungan perusahaan dengan anggota paling sedikit 10

(sepuluh) orang.

b. Federasi serikat pekerja
Sekurang-kurangnya 5 (lima) organisasi serikat pekerja dapat

membentuk federasi serikat pekerja.

c. Konfederasi serikat pekerja
Konfederasi serikat pekerja dapat dibentuk apabila aa tiga atau lebih

federasi serikat pekerja yang bergabung untuk membentuknya.

5. Pengertian Organisasi Pengusaha
Untuk menjamin usahanya, maka pengusaha membentuk suatu wadah
berupa organisasi pengusaha. Di Indonesia, dikenal ada beberapa organisasi

pengusaha yang mengakomodir hal tersebut, di antaranya:



a. KADIN®

Untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan
pembangunan, maka pemerintah melalui UU No. 49 Tahun 1973
membentuk Kamar Dagang Indonesia (KADIN). KADIN adalah wadah
bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

Tujuan KADIN adalah:

1. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan
kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha
koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai
pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan
kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan
tertib berdasarkan Pasal 33 UUD 1945;

2. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang
memungkinkan  keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi
pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara

efektif dalam pembangunan nasional.

b. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)™*
Organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang

berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah APINDO.*?

19| alu Husni, Op. cit., him. 44-45
1 Soedardji, Op. cit., him. 35
12 Lalu Husni, 2008, Loc. cit



Organisasasi ini keberadaannya mulai dari tingkat pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. APINDO sebagai wadah dari
para pengusaha yang mempunayi fungsi dan peran strategis dan dominan
di dalam memberikan perlindungan dan pembelaan kepada para
anggotanya demi perkembangan dan peningkatan yang maksimal.

Tujuan APINDO menurut Pasal 7 Anggaran Dasarnya adalah:

1) Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan

layanan kepentingannya di dalam bidang sosial ekonomi;

2) Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, dan
kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan
ketenagakerjaan;

3) Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program
peran serta aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional
menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan materiil;

4) Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan
kebijaksanaan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang

disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.

6. Perjanjian Kerja dan Hubungan kerja
Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa perjanjian kerja

adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
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memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.*® Kemudian,
dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,
dan perintah.* Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan
pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dengan demikian
jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk
hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara
pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama
(KKB)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian halnya dengan
peraturan perusahaan, subtansinya tidak boleh bertentangan dengan
KKB/PKB. Atas dasar itulah, dalam pembahasan menenai hubungan kerja
ketiganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan sebagai komponen hubungan industrial.

Berikut macam-macam perjanjian kerja:*

1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian

kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

B F. X. Djumialdji, 2006, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, him. 7
Y alu Husni, Op. cit., him. 53
5 F. X. Djumialdji, Loc. cit.

11



2. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), vyaitu
perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja tetap.

12



BAB Il1

TUJUAN DAN MANFAAT

A.Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. menganalisis model penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang tepat dalam tingkat perusahaan yang berbasis win-win solution.
2. Menganalisis efektifitas dari model penyelesaian perselisihan
hubungan industrial tersebut.
3. Menganalisis peranan pemerintah dalam penyelesaian sengketa

hubungan industrial.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat (kontribusi) yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
berupa wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah hukum penyelesaian
sengketa dan hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi
serta pengetahuan bagi para pelaku utama tingkat perusahaan, yaitu

pekerja dan pengusaha mengenai model penyelesaian perselisihan

13



hubungan industrial yang tepat dan efektif dalam tingkat perusahaan
yang berbasis win-win solution dan menjadi masukan bagi pemerintah

mengenai penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.

D. Urgensi (Keutamaan ) Penelitian

Permasalahan hubungan industral antara perkerja dan pengusaha
merupakan problem klasik yang tak kunjung usai. Hal ini tentunya bukanlah hal
baru di dunia industrial. Permasalahan seperti penyelewengan kontrak Kkerja,
pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak dibayarnya uang insentif, terlambatnya
pembayaran uang pesangon, dan lain sebagainya menjadi suatu pemandangan
biasa. Namun, hal ini tidak dapat dibiarkan saja. Permasalahan hubungan
industrial yang tak dapat ditangani dengan bak, tentunya akan berimbas pada
segala sektor pembangunan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah diakomodir
beberapa model penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah siap
dicoba untuk diterapkan. Namun, dalam prakteknya, masih saja terdapat beberapa
hambatan dan permasalahan sehingga menimbulkan ekses ketidakefektifitasan.
Bukan hanya sekedar masalah efektiftas, tapi juga rasa kepuasaan dari para pihak
dalam menyelesaikan perselisinan juga menjadi sorotan. Walaupun perselisihan
ketenagakerjaan ini tergolong sengketa publik karena menyangkut stabiltas
nasional, namun pada dasarnya perselisihan ini lebih cenderung bernuansa privat,
yang tentunya sangat bergantung dari seberapa besar hasil penyelesaian

perselisihan tersebut dapat memuaskan semua pihak (win-win solution). Sehingga

14



pemilihan model penyelesaian perselisihnan pun menjadi syarat penentu bagi
langkah-langkah strategis berikutnya.

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang telah terurai diatas,
maka sangat penting dan mendesak untuk dilakukannya penelitian hukum guna
menemukan, menganalisis dan menjabarkan mengenai model penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang tepat dan efektif di tingkat perusahaan yang

berbasis win-win solution.

15



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Peneltitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif °.
Penelitian hukum normatif adalah peneltian dengan cara meneliti bahan-bahan
pustaka (tertulis) atau bahan-bahan hukum. *’ Dengan digunakannya tipe
penelitian hukum normatif ini, maka peneliti akan mempelajari, menelaah serta
menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian hukum ini juga bersifat analitis-eksploratif melalui bahan-bahan
kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu menganalisis berbagai dokument dan
juga putusan pengadilan terhadap kasus-kasus mengenai hubungan industrial .
Penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan hukum Indonesia tetapi

juga bahan hukum dari negara lain sebagai referensi. Hal ini dilakukan

dikarenakan untuk melihat juga praktek penyelesaian sengketa di Negara lain

16 Ada beberapa macam bentuk penelitian hukum normatif. Namun, tipe penelitian yang
digunakan dalam tulisan ini adalah peneltian terhadap taraf sinkronisasi horizontal. Yang
dimaksud dengan penelitian normatif jenis ini adalah penelaahan dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan tingkat sederajat yang
mengatur bidang yang sama. Hal ini dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan membuat
inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan peraturan perundang-undangan yang sederajat
pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan indetifikasi terhadap taraf
sinkronisasinya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, him. 19 dan 80

" Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, istilah bahan hukum ini dapat disamakan
dengan makna data sekunder. Oleh karenanya, dengan adanya data sekunder ini maka peneliti
tidak perlu lagi mengadakan penelitian lagi secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi
latar belakangnya. Walaupun demikian, seorang peneliti pun tetap harus bersikap kritis terhadap
data sekunder tersebut. Artinya peneliti tidak boleh terpengaruh oleh jalan pikir peneliti terdahulu,
yang mungkin saja akan mengganggu kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitiannya sendiri. Ibid., him. 24
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yang memungkinkan untuk diadaptasi oleh Indonesia dalam menyelesaikan
sengketa hubungan Industrial.
B. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan secara normatif. Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian
ini akan dilakukan dengan pengkajian, penganalisaan, dan pensistematisan teori-
terori serta aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang merupakan bahan-bahan
hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen
hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan melalui
penelitian kepustakaan (library research) guna mendapatkan teori-teori
hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konseo hukum
yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
2. Sumber Data
Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:*®
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan,
konvensi dan lain sebagainya.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut

8 1bid., him. 13; Lihat juga Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum,
Penerbit Universitas Indonesia, him. 51
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terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
(misalnya: buku-buku, majalah hukum, artikel dan sebagainya), dan
seterusnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut terdiri dari, kamus,
ensiklopedia, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, maka peneliti memfokuskan pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan
ini dilakukan dengan maksud memperoleh bahan-bahan hukum dengan melalui
serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, dan menelaah peraturan
perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang berlaku.
E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis
kualitatif, yaitu menerangkan dan menjelaskan gejala-gejala dari suatu
permasalahan secara umum yang kemudian sejanjutnya diuraikan dalam bentuk
kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus (secara

induktif).
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tepat untuk
penyelesaian sengketa bagi pekerja dan perusahaan pada tingkat
perusahaan yang berbasis win-win solution.

Mulai awal tahun 2005, berbagai kasus perselisihan dalam hubungan
industrial, akan ditangani dengan mekanisme yang baru dengan waktu yang relatif
lebih cepat.”Dengan terbitnya UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial), berbagai kasus perburuhan, bisa diselesaikan
dalam waktu yang lebih cepat, tepat, efisien, dan murah,'® Pembuatan UU PPHI
tersebut merupakan upaya untuk mengakomodasikan berbagai perubahan yang
terjadi. “Untuk berbagai kasus, selama ini kita menggunakan UU no. 12 tahun
1964 tentang PHK dan UU no. 12 tahun 1964 tentang Perselisihan. Dengan umur
UU yang 40 tahun lebih, tentunya sulit mengakomodasi berbagai perubahan yang
terjadi,” katanya. Penyelesaian kasus perburuhan selama ini, cenderung berlarut-
larut, karena terlalu banyaknya tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan catatan
Depnakertrans, ada beberapa kasus yang memerlukan waktu penyelesaian hingga
lima tahun.

Dengan adanya UU No. 2/2004, hal tersebut tak akan terjadi. Karena selain

tahapannya akan lebih pendek, juga adanya batasan waktu untuk penyelesaian.

' Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans, Muzni Tambusi dalam “lokakarya UU
no. 2 tahun 2004", yang dilangsungkan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jabar, di Hotel
Panghegar, Jin. Merdeka, Bandung
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Sehingga penyelesaian kasus perburuhan, mulai dari nol hingga keluar putusan
kasasi dari MA, maksimal diselesaikan dalam 140 hari. “Lamanya waktu
penyelesaian kasus, merupakan salah satu hambatan serius dalam permasalahan
ketenagakerjaan. Dalam setahun, kasus yang masuk ke P4P (panitia penyelesaian
perselisihan perburuhan pusat) jumlahnya mencapai 2.800. Sedangkan di tingkat
P4D ada 8.000 kasus. Sementara di Australia hanya ada 5 sampai 10 kasus per
tahun,”. Dalam PPHI tahapan penyelesaian kasus tak lagi menggunakan
mekanisme P4D dan P4P. Jika kasus tak selesai melalui perundingan bipartit dan
tripatit, akan dibawa ke pengadilkan khusus yang dinamakan PHI (pengadilan
hubungan industrial).

Untuk mencegah meluasnya dampak negatif suatu perselisihan, perlu
segera dilakukan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Dalam UU No. 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
menegaskan bahwa perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan
menempuh mekanisme:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam pengadilan

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-undang
No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(UUPPHI), memungkinkan penyelesaian sengketa Tenaga Kerja diluar

pengadilan. Berikut lebih jelasnya.
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a. Penyelesaian Melalui Bipartie

Pasal 6 dan Pasal 7 UUPPHI memberi jalan penyelesaian
sengketa Buruh dan Tenaga Kerja berdasarkan musyawarah mufakat
dengan mengadakan azas kekeluargaan antara buruh dan majikan.

Pada dasarnya, lembaga bipatride ini merupakan forum
komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang anggotanya terdiri dari
unsur pekerja dan pengusaha. Keberadaan lembaga ini diatur dalam
peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa setiap
perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 50 (lima puluh) orang
atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipatride. %
Dengan kata lain, penyelesaian perselisinan bipartit berarti
penyelesaian hubungan industrial antara pekerja/serikat pekerja
dengan pengusaha secara intern di dalam lingkungan perusahaan
tanpa melibatkan pihak ketiga.*

Dalam penyelesaiannya melalui bipatride ini, dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini wajib dilakukan oleh pengusaha
maupun pekerja di dalam mereka menyelesaikan perselisihan.?? Bila
terdapat kesepakatan antara buruh dan majikan atau antara serikat
pekerja dengan majikan, maka dapat dituangkan dalam perjanjian

kesepakatan kedua belah pihak yang disebut dengan perjanjian

% Soedardji, Op. cit., him. 36

2! Juanda Pangaribuan, 2005, Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, him. 8

222 goedardji, Op. cit., him. 54
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bersama. Dalam perjanjian bersama atau kesepakatan tersebut harus
ditandatagani kedua belah pihak sebagai dokumen bersama dan

merupakan perjanjian perdamaian.?

b. Penyelesaian Melalui Mediasi

Dalam UUPPHI disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian
peselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antar serikar pekerja hanya dalam
satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang
atau lebih mediator netral.**

Mediator berperan dalam proses di mana pihak ketiga berusaha
mendorong serikat pekerja dan pengusaha untuk mencapai suatu
perstujuan. Namun, mediator dalam penyelesaian perselisihan
hubunga industrial ini tidak diperkenankan untuk mengambil
keputusan, haruslah bersifat netral, dan tidak memihak, serta hanya
boleh mendegarkan, mengusulkan, menguhubungkan, membujuk, dan
menasehati. Keputusan perselisihan diserahkan sepenuhnya kepada
kedua belah pihak yang bertentangan.®

Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas

melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah

dalam menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan. Seorang

% http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses
pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011, pukul 09.25 WIB.

2 Juanda Pangaribuan, Op. cit., him. 12

% D, Koeshartono dan M. F. Shellyana Junaedi, 2005, Hubungan Industrial: Kajian
Konsep dan Permasalahan, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, HIm. 85
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Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-syarat
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 UUPPHI dan minimal
berpendidikan S-1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima
pengaduan si Buruh, Mediator telah mengadakan duduk perkara
sengketa yang akan diadakan dalam pertemuan Mediasi antara para
pihak tersebut.”®

Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri
Tenaga Kerja. Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian
perselisihan melalui Mediator tersebut dibuatkan perjanjian bersama
yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, kemudian
perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri setempat.

c. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Definisi  konsoliasi menurut UUPPHI adalah penyelesaian
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau
perselisihan antara serikat perkerja hanya dalam satu perusahaan
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih

konsoliator resmi.?’

% http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses
pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011, pukul 09.25 WIB.
27 Juanda Pangaribuan, Op. cit., him. 16
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Konsiliator sendiri merupakan pejabat Konsiliasi yang bukan dari
pejabat pemerintah, melainkan dari swasta ?® yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi
serikat pekerja atau Serikat Buruh. Segala persyaratan menjadi pejabat
Konsiliator tersebut didalam pasal 19 UUPPHI. Dimana tugas
terpenting dari Kosiliator adalah memangil para saksi atau para pihak
terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
menerima penyelesaian Konsiliator tersebut.?

Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang bersengketa
dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan telah tercapai.

Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai oleh Konsiliator
tersebut dapat didaftarkan didepan pengadilan Negeri setempat.
Demikian juga eksekusinya dapat dijalankan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri setempat tesebut.

d. Penyelesaian Melalui Arbitrase

UUPPHI telah mengintrodusir Arbitrase sebagai media
penyelesaian perselisihan yang meliputi perselisinan kepentingan dan
perselisihan antar serikat pekerja dan pengusaha di dalam suatu

perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui

%8 Soedardji, Op. cit., hlm. 55; Lihat juga Juanda Pangaribuan, Loc. cit. la menyatakan
bahwa konsoliator merupakan pejabat yang kompeten di bidang ketenagakerjaan. Konsoliator
bukan pegawai negeri sipil seperti mediator. Konsoliator merupakan orang dengan status sebagai
swasta murni. Oleh karena, itu atas penggunaan jasa-jasanya sebagai konsoliator dalam suatu
perselisihan, maka dia berhak mendapatkan honorarium dari para pihak yang berselisih.

2 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses

pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011, pukul 09.25 WIB.
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kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk
menyerahkan penyelesaian perselisinan kepada arbiter yang
putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.*

Arbitrase memiliki perbedaan dengan mediasi dan kosolasi.
Perbedaan itu terletak pada tata cara pemeriksaan perselisinan dan
akibat hukum hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan pada arbitrase
dilakukan dengan hukum acara yang mirip dengan hukum acara
Pengadilan Hubungan Industrial. Hasil pemeriksaan arbiter
dituangkan dalam suatu putusan tertulis. Sedangkan hasil pemeriksaan
mediator dan konsoliator, dituangkan dalam bentuk anjuran tertulis.®*

Untuk ditetapkan sebagai seorang Arbiter sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UUPPHI berbunyi :

a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. cakap melakukan tindakan hukum

c. warga negara Indonesia

d. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun

e. pendidikan sekurang-kurangnya Starata Satu (S-1)

f.  berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter

g. menguasai peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga

kerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti

kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase dan

% Soedardji, Op. cit., him. 56
%! Juanda Pangaribuan, Op. cit., him. 22
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h. memiliki pengalaman dibidang hubungan industrial

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pengangkatan  arbiter  berdasarkan  keputusan  Menteri
Ketenagakerjaan. Para pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter
yang mereka sukai seperti yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga
Kerja.

Menurut ketentuan Pasal 44 UUPPHI, seorang arbiter harus
membuat Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak dengan disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter.

Penetapan Akte Perdamaian tersebut didaftarkan dimuka
pengadilan, dan dapat pula di exekusi oleh Pengadilan atau putusan
tersebut, sebagaimana lazimnya. Putusan Kesepakatan Arbiter
tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan kepada masing-masing
pihak satu rangkap, serta didaftarkan didepan Pengadilan Hubungan
Industrial terhadap putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum
tidak dapat dimajukan lagi atau sengketa yang sama tersebut tidak

dapat dimajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial.*

2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dalam

Pengadilan®

%2 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses
pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011, pukul 09.25 WIB.

** http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf, diakses
pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2011, pukul 09.25 WIB.
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Sebelum keluarnya Undang-undang Hubungan Industrial penyelesaian
sengketa perburuhan diatur didalam Undang-undang No.22 tahun 1957
melalui peradilan P4D dan P4P.

Untuk mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh
dan Tenaga Kerja sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan
diundangkan UUPPHI sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial
disamping peradilan umum.

Pengadilan Hubungan Industrial sendiri merupakan pengadilan khusus
yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap suatu perselisihan
hubungan industrial.>*

Pengadilan Hubungan Industrial berada pada setiap pengadilan negeri.
Namun, untuk pertama kali menurut UUPPHI, makan akan dibentuk pada
setiap pengadilan negeri kabupaten/kota yang merupakan ibukota provinsi
dan di kabupaten/kota yang padat industri.*®

Dalam Pasal 56 UUPPHI mengatakan Pengadilan Hubungan
Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan

c. di tingkat pertama mengenai perselisihnan pemutusan hubungan

kerja

** Juanda Pangaribuan, Op. cit., him. 28
* Juanda Pangaribuan, Loc. cit.
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d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Adapun susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri terdiri dari :

a. Hakim

b. Hakim ad Hoc

c. Panitera Muda, dan

d. Panitera Pengganti.

Untuk Pengadilan Kasasi di Mahkamah Agung terdiri dari :

a. Hakim Agung

b. Hakim ad Hoc pada Mahkamah Agung ; dan

c. Panitera

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc pada

Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah

Agung RI harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia

b.

C.

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
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g. berpendidikan serendah-rendahnya Starata Satu (S-1) kecuali bagi
Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, syarat pendidikan Sarjana
Hukum, dan

h. berpengalaman dibidang hubungan industrial minimal 5 (lima)
tahun.

Pengangkatan dan penunjukan Hakim Ad Hoc tersebut pad
pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan SK. Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan
Hakim Ad Hoc wajib disumpah atau memberikan janji menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing serta Hakim Ad Hoc tersebut tidak boleh
merangkap Jabatan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 UUPPHI.

Hukum acara yang dipakai untuk mengadili sengketa perburuan
tersebut adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dilingkungan
Pengadilan Umum, kecuali di atur secara khusus oleh UUPPHI serta
menuggu keputusan Presiden untuk menentukan Tata Cara pengangkatan
Hakim Ad Hoc Ketenaga Kerjaan.

Sebelum Undang-Undang ini berlaku secara effektif didalam
masyarakat dalam penyelesaian pemutusan Hubungan Kerja masih
memakai KEP/MEN/150 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.
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3. PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Berkaitan dengan peranan pemerintah dalam sengketa perburuhan, sebenarnya
pemerintah disini merupakan pihak ketiga dimana actor utamanya adalah
pengusaha dan buruh sendiri. Namun dalam prakteknya penyimpangan dalam
penyelesaian sengketa perburuhan sering terjadi maka di buatlah berbagai aturan
terkait dengan masalah perburuhan ini. Dengan adanya penyelesaian sengketa
buruh di dalam pengadilan dan diluar pengadilan merupakan satu bentuk nyata
pengakuan eksistensi dari perusahaan dan buruh serta peran serta Negara dalam
membantu proses penyelesaiannya. Namun tetap ada beberapa hal tehnis yang
dilakukan pemerintah misalnya Ada pula Penyelesaian Sengketa Buruh Melalui
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Penyelesaian  sengketa Buruh melalui Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia masih belum banyak diketahui karena relative masih baru, Undang-
undang No0.39 Tahun 1999 memberi peluang sengketa buruh dapat diselesaikan
melalui Komisi Hak Azasi Manusia. Pada pasal 89 ayat 3 sub h, dikemukakan
Komnas HAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat atas sengketa publik,
baik terhadap perkara buruh yang sudah disidangkan maupun yang belum

disidangkan.

Penjelasan Undang-undang tersebut mengatakan sengketa publik yang
dimaksud di dalam Undang-undang Hak Azasi Manusia tersebut termasuk 3 (tiga)
golongan sengketa besar, antara lain sengketa pertanahan, sengketa ketenaga

kerjaan dan sengketa lingkungan hidup.
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Sengketa ketenaga kerjaan tergolong sengketa publik dapat mengganggu
ketertiban umum dan stabilitas Nasional, maka peluang pengaduan pelanggaran
Hak-hak Buruh tersebut dapat disalurkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia
sesuai dengan isi Pasal 90 Undang-undang No.39 Tahun 1999 yang berbunyi pada
ayat 1 “ Setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa Hak
Azasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan lisan atau
tertulis pada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia”. Kemudian dikuatkan lagi
dalam Bab VIII Pasal 101 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tersebut Lembaga
Komnas HAM dapat menampung seluruh laporan masyarakat tentang terjadinya
pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan penyelesaian sengketa
berbasis win-win solution maka sebaiknya caa yang diambil adalh melalui bi
partied atau mediasi. Dikarenakan dengan kedua metode ini harapannya adalah
hubungan baik kedepannya dan perselisihan perburuhan dapat segera
terselesaiakan. Dengan kharakteristiknya masing-masing keberpihakan kepada
salah satu pihak seminimal mungkin dapat dihindari. Namun untuk proses mediasi
maka mediator yang dipilih sebaiknya adalah mediator yang netral dan tanpa
intervensi. Bisa saja melalui lembaga mediasi misalnya PMN (Pusat Mediasi
Nasional), yang merupakan organisasi yang khusus membantu pihak yang ingin
menyelesaikan kasus mereka melalui mediasi.

Disamping melalui komnas ham dan cara lainnya , pemerintah juga
mendorong Penyelesaian masalah melalui persetujuan bersama (PB) merupakan

pilihan populer yang paling banyak ditempuh oleh pengusaha dan dapat diterima

oleh P/B sekaligus dianjurkan pemerintah.
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Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 2004 memberi jalan
penyelesaian sengketa Buruh dan Tenaga Kerja berdasarkan musyawarah mufakat
dengan mengadakan azas kekeluargaan antara buruh dan majikan. Bila terdapat
kesepakatan antara buruh dan majikan atau antara serikat pekerja dengan majikan,
maka dapat dituangkan dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang
disebut dengan perjanjian bersama. Dalam perjanjian bersama atau kesepakatan
tersebut harus ditandatagani kedua belah pihak sebagai dokumen bersama dan
merupakan perjanjian perdamaian. Dalam mensupport penyelesaian sengketa
perburuhan melalui perjanjian bersama ini, pemerintah juga melalui Disnaker
terus menjalankan sosialisasi ke perusahaan dan kerjasama dengan ikatan atau
assosiasi kerja dengan harapan penyelesaian sengketa buruh bisa cepat
diselesaikan tidak harus kepengadilan akan tetapi dalam level perusahaan atau
diluar pengadilan tetap bisa mendapatkan sebuah solusi yang effektif dan

menguntungkan bersama.
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BAB VI

JADWAL KERJA DAN PEMBIAYAAN

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 6 (enam ) bulan terhitung sejak

proposal ini menjadi pemenang. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No Uraian Bulan ke

| I i v v Vi
1 | Persiapan Penelitian X
2 | Pengumpulan Data baik melalui studi X | X X

kepustakaan dan lapangan sebagai

penunjang penelitian

3 | Pengolahan Data X | X X
4 | Penulisan Draf Laporan X | X
5 | Perbaikan, Penggandaan dan diseminasi X

B. Rencana Biaya.

NO URAIAN SATUA VOLUM HARGA JUMLAH

N E SATUAN

I PERALATAN & BAHAN HABIS
PAKAI

1 Berlanggaanan Internet Bulan 6 120.000 720.000
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2 Flashdisk Buah 2 100.000 200.000
3 CD Kotak 2 100.000 200.000
4 Refill Data Print Black & Color Kotak 3 30.000 90.000
5 Photo Copy + jilid proposal Eks 8 35.000 280.000
6 Kertas A4 70 gram Rim 2 30.000 60.000
7 Biaya Komunikasi Ls 1 600.000 600.000
8 Cuci cetak Foto Lembar 300 1.000 300.000
9 Seminar Orang 50 20.000 1.000.000
10 | Mini DV Buah 10 25.000 250.000
Sub Total 3.700.000
I PERJALANAN LAPANGAN
Kota Palembang
A | Tranport Lokal Pencarian dan 2.150.000
Pengolahan Data
B | Konsumsi 800.000
Sub Total 2.950.000
I PENGOLAHAN DATA &
PUBLIKASI
1 Biaya Pengolahan Data 2 org 12 Minggu 50.000 1.200.000
2 Biaya Penyusunan Laporan 550.000 550.000
3 Jurnal Ilmiah Buah 1 100.000 100.000
4 Pembuatan Bahan Ajar Inovatif Eks 50 10.000 500.000
5 Pembuatan Modul Eks 50 10.000 500.000
6 Dokumentasi 500.000 500.000
Sub Total 3.350.000
REKAPITULASI (I + II + III) 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
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BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya. Dibantu oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu

hukum dan pengalaman dibidang penelitian yang akan membantu mereka dalam

menyusun tugas akhir.

1. Ketua Pelaksana
a. Nama dan gelar akademik
b. Tempat/tanggal lahir

: Meria Utama, SH., LL.M
: Palembang, 9 Mei 1978

c. NIP : 19780509 200212 2003
d. Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I/111b
e. Jabatan fungsional . Asisten Ahli

f. Pendidikan . S2

g. Bidang keahlian

: Hukum Penyelesaian Sengketa

Hukum Arbitrase
h. Program Studi > llmu Hukum
i. Fakultas : Hukum
J. Alamat/No Telp./HP : JI. Mataram No.293Kertapati
k. Email : meriaismail@yahoo.com

2. Anggota Pelaksana 1
a. Nama dan gelar akademik
b. Tempat/tanggal lahir
c. NIP

: M. Rasyid, SH., M.Hum
: Palembang, 14April 1964
: 19640414 199001 1 001

d. Pangkat/golongan : Pembina /1VDb

e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

f. Pendidikan : S2

g. Bidang keahlian : Hukum Perdata

h. Program Studi : llmu Hukum

i. Fakultas : Hukum

j. Alamat/No Telp./HP . JI. Algozali Blok A.No.5
k. E-mail : mrasyid@yahoo.com
Anggota Il

Nama dan gelar akademikv
b. Tempat/tanggal lahir
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: Mahesa Rani , SH., M.H
: Palembang, 25 Juni 1979


mailto:meriaismail@yahoo.com
mailto:mrasyid@yahoo.com

c. NIP

d. Pangkat/golongan
e. Jabatan fungsional
f. Pendidikan

g. Bidang keahlian

h. Program Studi

I. Fakultas

J- Alamat/No Telp./HP
k. Email

Pembantu Pelaksana

a. Nama dan gelar akademik
b. Tempat/tanggal lahir

c. NIM

d. Pendidikan

e. Bidang keahlian

f. Program Studi

g. Fakultas

h. Alamat/No Telp./HP

k. Email

Pembantu Pelaksana

a. Nama dan gelar akademik
b. Tempat/tanggal lahir

c. NIM

d. Pendidikan

e. Bidang keahlian

f. Program Studi

0. Fakultas

h. Alamat/No Telp./HP

k. Email
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1 S2

: Hukum tata negara

: lImu Hukum

: Hukum

: JI. Lampung No.61 inderalaya
: mahesarani@yahoo.com

. Stefanus Hutanijaya

: Palembang 24 Agustus 1989

: 02071001020

: Mahasiswa

- HI

: llmu Hukum

: Hukum

: Jalan Tanjung Rawa No. 44 RT.

54/16 Bukit Lama Palembang,
Hp.7079379
: shutanijaya@yahoo.com

: Rizki Yan Deriza

: Palembang 13 Desember 1989
: 02071001034

: Mahasiswa

T HI

: IlImu Hukum

- Hukum

: Jalan Parameswara N0.2768

: kiki_kibo@yahoo.com
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